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ABSTRAK

Ishag Maulana (2026) : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi
Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023

Di Nagari Koto Tangah Kabupaten Pasaman Barat

N1|1w e}d® yeH o

Penulisan skripsi ini didasari oleh berlakunya Peraturan Bupati Pasaman
Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Nagari Tahun Anggaran 2023, yang dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kgmasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian,
pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut masih menemui berbagai hambatan,
kRususnya terkait keterbatasan penyediaan infrastruktur yang belum optimal. Oleh
kdfena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana
nggari, mengidentifikasi  faktor-faktor ~yang  memengaruhinya, serta
menganalisisnya berdasarkan perspektif figh siyasah maliyah dan menurut figih
aulawiyah di Nagari Koto Tangah Kecamatan Kotobalingka .

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kantor Nagari Koto Tangah
Kecamatan Kotobalingka. Sumber data penelitian meliputi data primer, sekunder,
dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan, sedangkan
data sekunder berasal dari dokumen tertulis, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta
peraturan perundang-undangan. Adapun data tersier bersumber dari kamus dan
bahan pendukung lainnya. Jumlah informan penelitian ini sebanyak lima orang.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi,
dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hz@sil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari untuk
pembangunan di Nagari koto tangah, Kecamatan kotobalingka pada tahun 2023
dﬂaksanakan melalui beberapa tahapan, vyaitu perencanaan, pelaksanaan,
pBnatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun faktor-faktor yang
memengaruhi pengelolaan tersebut terdiri atas faktor pendukung, seperti
pgtisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana, serta faktor
penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya alokasi
afiggaran. Ditinjau dari analisis figh siyasah maliyah, penelitian ini sudah
r@ngaeu pada prinsip prinsip siyasah maliyah yang menekankan pentingnya
keterlibatan masyarakat serta prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban
pehgelolaan dana nagari. Jika ditinjau berdasarkan figih aulawiyah penelitian ini
s%ﬁlah mengacu pada penggunaan dana seharusnya diprioritaskan pada program
yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti
pEmbangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan
pengentasan kemiskinan, sementara kegiatan seremonial ditempatkan sebagali
pfioritas sekunder.

K:é;ta Kunci: Siyasah Maliyah, Alokasi Dana Nagari, Pembangunan, Peraturan
Bupati Pasaman Barat, Nagari Koto Tangah.
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A;fhamdulillahirobbil“alamin, segala puji penulis haturkan atas rahmat dan karunia
Allah SWT, vyang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan dan
kgehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabaran serta
pﬁnahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS
S@ASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA
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Selama proses penyelesaikan skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan,
dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu, penulis
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kggrena itu, lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima
kT;Sih kepada:

- 1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pasnan dan Ibunda warni yang

RRANI

telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan setiap langkah penulis
dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.

N

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ibuk Prof. Dr.
Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA Wakil Rektor Bapak Prof H
Raihani, MEd, Ph D Rektor Il Bapak Dr Alex Wenda, ST, MEng Wakil
Rektor 11l apak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh
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mn

5 BAB |

- PENDAHULUAN

=

Latar Belakang Masalah

3

— Pada dasarnya indonesia menganut dua pola pembagian kekuasaan negara
=

E

g tertuang dalam undang-undang dasar 1945, yaitu pembagian kekuasaan

ara secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal

>
NS NI

b;e?rlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, seperti majelis
p§musyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR), dan mahkamah
agung (MA).!

Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud adalah pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat menyerahkan
kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus
u(rJL)Jsan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan

pEmerintah pusat.’

wn
& Asshiddigie menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut
8
pg'nsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang diwujudkan melalui hubungan
= . .
horizontal antar lembaga negara setingkat serta hubungan vertikal antara
(1°]
[ ]
p§f_merintah pusat dan daerah.®
e
o
L)
wn
=
&
=]
v» © Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Irfdonesia,” dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1., No.1., (2018), h. 171-178

> Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah
Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945,” dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu
Hakum, Volume 9., No. 4., (2015), h. 581

i 31me Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, him. 281.

rred
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©

g Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, memiliki tujuan akhir

-~
uftuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat, dengan aspirasi-aspirasi dan
@)
h&rapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-

=
kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi

=
pgnbangunan yang berpusat pada rakyat, pada intinya memberantas kemiskinan
agéolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat
s%ara nyata. Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorientasi
pgja pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada
r;:kyat. 4

Otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari
pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan daerah dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau

infervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi

f+¥]
daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk

wR[s

ngatur dan mengurus rumah tangga daerah atas inisiatif atau prakarsa sendiri

tdhpa instruksi pemerintah pusat.’ Selanjutnya disetiap kabupaten terdapat suatu

1

merintahan terendah yang disebut desa, kelurahan atau kenegarian.

JRTU

p

Desa merupakan system penyelengaraan pemerintahan paling dibawah

Ayrsx

m pembangunan, mengigat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan

ng%o

t@'endah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menetukan bagi
=]

JJ

‘< % Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Khazanah ilmu
berazam, 1(03),h.34

2 ° Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala

daerah. Journal of Governance Innovation, 1(1),h. 44

nery w
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@
b%hasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya

a_é;ek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah
p;e%ingkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas
a;ig:ninitrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan
kgembagaannya serta aspek-aspek lainya. Pemerintah desa beserta aparatnya
bgPtugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan
k%nasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu
dgw dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab.
Kiberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi,
menduduki posisi yang sagat penting karena sebagai organ pemerintah yang
paling bawah mengetahui segala kondisi dan permaslahan yang ada
diwilayahnaya. Informasi tersebut dikoordinasika pada pemerintah kecamatan
karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional

uptuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa

f+¥]
dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna mempelancar

wn

pglaksanaan tugas pemerintah.®

E Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah
)

d%a dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
[ ]

wn

agalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
o

unmtuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
=

s&empat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
=

9p]

o)

5

-6 Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. Gorontalo Journal of Public
Administration Studies, 1(1), h.17

nery w
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©

y&g diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
-~

|itionesia.” Isi dari kedua ayat tersebut adalah:
@)

Ayat 2 : Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan
=

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-
-~

Lﬁdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Z

RfC@puink Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan

p%undang-undangan.

Pfg%al 4 menayatakan Pengaturan Desa bertujuan:

} a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat, Desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S

" Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2824 Nomor 51.

nery w
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meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, Desa guna

«Q

mewujudkan masyarakat, Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial

sebagai bagian dari ketahanan nasional,

=

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BYSNS NIN Y!Iw e3dio jeH @

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
agt serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
pge:rkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui kesatuan
hukum adat. Pasal ini menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat
diakui dengan persyaratan tertentu. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan
dengan kelengkapan sendiri, penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup semua
apggotanya.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat

m%]SI 2}e

njadi penting terutama ketika mereka mengakses sumber daya alam. Sejalan

gan amanat pasal di atas, pemerintahan kabupaten Pasaman Barat

o
fEDI

a@1u

nggunakan istilah desa menjadi bagian nagari. Nagari adalah kesatuan

syarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

AR s1

o

neny wisey jueAg uejngyo

mengurus urusan pemerintahan, Kkepentingan masyarakat setempat
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©
b%dasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui

A

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat

w eyd

tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu

b

rﬁrupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga
Z

nﬁE@mbuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem
p%nerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti
iri@q membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan
ygng kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Sistem kanagarian
telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya
merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan

besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan

tersebut.
«» Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan
f+¥]

peémerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat
@

agalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan
=%

rrasyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur

u

masyarakat dan umurnya juga sudah tua.® Akan tetapi cerita tentang nagari

lahan-lahan mulai menghilang ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut

§0 A@s1a

agai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai

ngalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan

&@ng

Aqu

® pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten
aman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
garan 2023, Pasal 1 Poin 3.

® Mestika Zed, Pemikiran Politik dan Pemerintahan Minangkabau: Studi tentang Sistem
erintahan Nagari di Sumatera Barat (Jakarta: LP3ES, 1994), him. 25-27.

o
ge

3

Y
nery wigey|



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

p&ekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima
-

kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka
@)

—

téthadap Aceh.
3

— Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas
-~

hgwm, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam
pg?nerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling
r%dah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu
itgdan telah berubah menjadi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat
seckarang.10 Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah
pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini
dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN,
sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya

aspirasiaspirasi tiap unsur masyarakat.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan acuan bagi

3}3[ el

merintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem Pemerintahan

ndah yaitu Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan Lahirnya Peraturan

,_.
rg:nm

erah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan

gari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang

&ﬁsxagtu

ok-pokok Pemerintahan Nagari.* Selain itu, pemerintahan nagari memiliki

o
S0

o
1refg ulin

a desa yang dikenal sebagai Alokasi Dana Nagari (ADN), yang digunakan

19 yusri Caska, Revitalisasi Pemerintahan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di
Stmatera Barat (Padang: UNP Press, 2010), him. 42-45,

! Datuak Rajo Penghulu, Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat: Kajian Politik Hukum
dan Kelembagaan Adat (Padang: BPS Sumatera Barat, 2012), hIm. 58-60.

|
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uﬁuk membiayai kebijakan pemerintahan nagari untuk melaksanakan kegiatan
-

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
@)

Begitu juga dalam permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

w e)

Pembagunan Desa mengatakan bahwa pembangunan desa mencakup bidang
-~
p&yelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
Z

péibinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2
(=

P%mberian alokasi dana nagari merupakan bentuk pemenuhan hak nagari untuk
n§nerapkan otonomi nagari untuk pertumbuhan dan kemajuan berdasarkan
kganekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat sebagai unit pemerintahan. Landasan hukum dalam pengelolaan dana
desa atau dana nagari berdasarkan pada ketentuan bahwa dana desa merupakan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang diperuntukan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

f+¥]
peémerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

Is1

pemberdayaan masyarakat.*®

I

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan desa, pemerintah harus

a@run o1

mberikan perhatian yang besar pada pembangunan desa. Perhatian yang besar

,_.
gsx

ebut tentu dilatarbelakangi dengan alasan karena di desa adalah tempat

Fo A

diamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan

sebenarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan

q uegyng

eA

12 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Jakarta: Kemendagri, 2014), Pasal
3rn

Z B Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran
I\ﬁgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 72 Ayat (1), (2), dan (4).
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r@nciptakan lebih banyak lapangan kerja, keadilan sosial, peningkatan kesehatan
-~

dan pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi
@)

y%g dilandasi dengan pengelolaan dana pemerintahan adalah bertujuan untuk
3

melakukan pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi
-~

niasyarakat. ™
2

CED Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat
n%lakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Strategi pemerintah
dﬁam mendorong desa untuk menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan
alcokasi dana nagari atau alokasi dana desa. Setiap nagari di Kabupaten Pasaman
Barat akan menerima alokasi dana nagari yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pgmbangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan nagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan

ST 933

o

D TR

am peraturan pemerintah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang

etapan prioritas penggunaan dana desa Nomor 55 Tahun 2019 yaitu untuk:

bz

suai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa prioritas

@I

S

g}
gSIB

ggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program dibidang

A

bangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari. Prioritas penggunaan

ng_%o

—t

dana desa atau dana nagari sesuai dengan peraturan bupati pasaman barat pasal 5
=

affat (2) yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan,
j+¥]

b @ 25

14 Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
(ﬁkarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), him. 85-86.

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

10

©

pgwanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik atau masyarakat nagari yang
-

b&rsangkutan.®
o

g Dengan mempertimbangkan prioritas alokasi dana nagari di atas,
p}%ﬁnerintah diharapkan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat
n%ari dan pembangunan nagari. Namun, ada banyak hambatan yang menghalangi
kg?najuan pembangunan nagari. Hal ini bisa saja disebabkan karena pelaksanaan
a%kasi dana nagari yang dianggap masih kurang efektif. Sesuai dengan Peraturan
I\ﬂ;;gnteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pegelolaan keuangan desa
agalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.*®

Strategi pemerintahan harus mengalokasikan dana nagari dengan benar.
Pengawasan keuangan desa didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, dan
partisipasi, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, seperti yang
tepcantum di bawah ini: Transparansi adalah asas keterbukaan, yang memberikan
kie"sempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan

®

ygkni berupa kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil

y@.g dicapai.'” Akuntabilitas adalah asas dalam rangka pencapaian tujuan yang

uelng jo AJISIdATU

!> pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 55
Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari, Pasal 5 Ayat (1) dan

= '8 Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 611 tentang Pengelolaam Keuangan Desa, Pasal 1 Poin (6).
! Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan
Dana Desa di Gorontalo,” dalam Al-Buhuts e- Journal, Volumel8., No. 2., (2022), h. 520.
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©
t@ah ditetapkan, realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan

A

d&h pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.*®

Partisipatif adalah suatu gagasan bahwa setiap anggota masyarakat disuatu

Iw eyd

desa memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan

b

y%g dikelola oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat
séceara langsung maupun tidak langsung.® Tertib dan disiplin anggaran adalah
b?@ian dari pengelolaan keuangan desa yang harus mengikuti standar yang ada.
Sgiain itu, Figih siyasah maliyah adalah cabang ilmu figh yang mengkaji
bagaimana mengatur aspek politik dan ekonomi lIslam, terutama dalam hal
pendapatan, pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta negara.
Pengaturan dalam siyasah maliyah dimaksudkan untuk mengatur kemaslahatan
masyarakat, di antaranya mengatur hubungan masyarakat dengan harta.

Figh Siyasah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab: figih dan siyasah.

Sgcara etimologis, "figih" berarti penjelasan mendalam tentang pengertian atau

e}

pémahaman pembicara tentang maksudnya. Secara terminologis, para ulama

Is1

memberikan defenisi yaitu, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai

8
dgngan syarak terhadap amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang
)
tergperinci. Secara sederhana figh berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum
@
:—
e
o
L)
wn
=
s
j+¥]
=]
o> ®Duma Rahel Situmorang, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa
thuk Mewujudkan Good Governance,” dalam Jurnal Akutansi Dan Keuangan Methodist, Volume

55No. 1 (2021), h. 31.

N 9 Andreas Letik, “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
dPTDesa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur,” dalam Jurnal IImiah Wahana Bhakti Praja, Volume 9., No. 1., (2019), h.40.
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@)
a@ma islam yang didapatkan dari Al-qur’an, dan Hadist yang dilakukan oleh para

A

miljtahid dengan cara ijtihad.?

Figh sendiri mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selain dari

Iw eyd

membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah), figh juga
-~

ngmbicarakan tentang bagaimana hubungansesama manusia ( muamalah ). Dari
agﬁek muamalah juga dibagi, yang terdiri dari jinayah (pidana), munakahat
(%rkawinan), mawaris (kewarisan), muraf’at (hukum acara), siyasah
(gzglitik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).?

- Selain itu, dalam konteks tentang siyasah maliyah dalam figih siyasah. Yang
dimaksud dengan "figih siyasah maliyah™ adalah cabang ilmu figh yang mengkaji
bagaimana mengatur elemen politik dan ekonomi Islam, terutama yang berkaitan
dengan pendapatan, pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta

negara. Dalam siyasah maliyah, tujuan pengaturan adalah untuk memastikan

kgmaslahatan masyarakat; ini termasuk mengatur hubungan antara masyarakat

}

f+¥]
dan harta yang mereka kelola.

Pengelolaan dana nagari harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan

[E2TuIe]s

peraturan pemerintah. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023,

g—l u

adlalah dasar hukum yang penting untuk menilai apakah pengelolaan dana tersebut

%)
gSIB

ah sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara undang-undang atau dalam

A

konteks figih siyasah maliyah. Tetapi penerapan peraturan ini menghadapi banyak

nggo

—t

kesulitan. Yang paling penting adalah memastikan bahwa pengelolaan dana nagari
=

séSuai dengan prinsip figh siyasah maliyah. Perspektif ini membantu pengambilan
j+¥]

i

2 \Wahyu Abdul Jafar, Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist, Vol 3
N@émor 1, Tahun 2018, h. 20
2! Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4
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©

kﬁ)utusan agar semua kebijakan dan tindakan sesuai dengan hukum positif dan
-~

s€jalan dengan prinsip syariah yang mengatur penggunaan dan pengelolaan
@)

stimber dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
3

— Dalam hal ini, figh siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan
=

nﬁsyarakat dengan pemerintah desa yang menyangkut tentang penggunaan dana

N

dgéa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang
s%nifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Nagari Koto Tangah
P%camatan Koto Balingka, dengan memfokuskan kemaslahatan dalam
pge:nggunaan dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di
Nagari Koto Tangah.? Nagari Koto Tangah merupakan salah satu nagari yang
berada di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi
Sumatera Barat.

Nagari ini memiliki struktur pemerintahan terendah dalam sistem otonomi
dgerah di Sumatera Barat, dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan

-

f+¥]
peémbangunan berbasis nagari. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Pasaman

Is1

Barat, Nagari Koto Tangah termasuk dalam wilayah dengan luasan lahan

U

tanian dan perkebunan yang cukup besar, yang menjadikannya sebagai salah

[§Lad!

p

w
RIU

u nagari agraris yang mendukung perekonomian lokal melalui komoditas

erti kelapa sawit, padi ladang, jagung, dan tanaman hortikultura seperti cabe

AGsia

kencur.?

o

AS uejnggo

22 pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7
un 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023.

2 pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Profil Kecamatan Koto Balingka Tahun 2023,
as Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, 2023.

Frae

T

nery wigey|
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©

g Pengelolaan Alokasi Dana Nagari merupakan instrumen penting dalam

-
méndorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.
@)

S€cara normatif, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023
=

nj:.;ﬁngamanatkan agar pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan secara
ttgsparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagai
iﬁéiblementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip-
p%nsip tersebut dimaksudkan agar dana publik dapat dikelola secara efektif dan
t%]at sasaran demi kemaslahatan masyarakat nagari.*

- Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan alokasi di nagari koto
tangah belum sepenuhnya berjalan optimal. hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah
mengacu pada regulasi yang berlaku, masih terdapat sejumlah kendala yang
memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. salah satu permasalahan
utagma adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten yang
bie"rdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan sesuai jadwal
ygng telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah nagari. kondisi ini
bgpotensi mengganggu prinsip tertib dan disiplin anggaran.?

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurang nya dana nagari

a menjadi hambatan dalam pengelolaan. Faktor keterbatasan anggaran juga

@sxauu

So

t mempersempit ruang gerak pemerintah nagari dalam merealisasikan

BIns

gram prioritas pembangunan secara maksimal.

©

2% Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan

§pe S u
S

% peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).
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g Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan penguatan

=

k@pasitas aparatur pemerintahan nagari agar pengelolaan keuangan berjalan
@)

t@nsparan, akuntabel, dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan
3

dan kesejahteraan masyarakat. Dari gejala-gejala atau permasalahan di atas, maka
-~
p&ulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih

pd
nﬁC@ndaIam lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: Analisis
2]
Pgngelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan
Py
Pgraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto

c

Tangah Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Siyasah Maliyah

Batasan Masalah
Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik
yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada, analisis

faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari dalam

}

f+¥]
peémbangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023

Is1

Pasal 1 Ayat 4 Di Nagari koto Tangah Kecamatan Kotobalingka , serta perspektif

T

f@h siyasah maliyah terhadap pengelolaan alokasi dana nagari dalam

u

p%fnbangunan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari
[ ]

@‘to Tangah Kecamatan Kotobalingka Kabupaten Pasaman Barat.

S 3o

Rtuimusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

@ AS ueyy

nery wisey jig

erapa masalah, yaitu:
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Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di
Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka ?

Apa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor
7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka ?
Bagaimana perspektif figh siyasah maliyah terhadap Pengelolaan Alokasi
Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman
Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Nagari Koto Tangah Kecamatan

Koto Balingka?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

e}

ma.

neny wisey jreig uejng jo AJISI3ATU) dTWIR]S]

untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan
berdasarkan peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari
koto tangah kecamatan koto balingka untuk mengetahui faktor pendukung
dan penghambat pengelolaan alokasi dana nagari dalam  pembangunan
berdasarkan peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari

koto tangah kabupaten pasaman barat.

. untuk mengetahui perspektif figh siyasah maliyah dalam pengelolaan

alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati
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©

g pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tangah kabupaten
-

©_ pasaman barat.

@)

2% Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam
enelitian ini yakni:
. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah

ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik

nery e3sng NI H!1w

dengan topik pembahasan dibidang ini.
b. Manfaat Praktis
Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan
pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. Sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum
Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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15-Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan berasal dari bahasa inggris yaitu management yang berarti
mengatur dan mengelola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengelola, mengendalikan,

d_B3sSnNS NIN

menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.?® Pengelolaan secara umum

nel

dapat didefenisikan sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh sekelompok orang, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan hingga pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi
tercapainya sebuah tujuan. Proses ini melibatkan pengaturan dan pemanfaatan

seluruh sumber daya organisasi guna mewujudkan keinginan yang telah

27

8
=
D
—
QD

e
ey
QO
>

Sementara itu, Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa pengelolaan

uej[sy aje

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan

!

QD

umber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

28

tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa pengelolaan membutuhkan

AJISIdATU

kemampuan teknis, konseptual, dan keterampilan interpersonal agar pelaksanaan

% KBBI, “Kelola, ” https://kbbi.web.id /kelola, diakses pada 9 Mei 2025.
2" Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di
a Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” dalam EJournal limu
Pemerintahan, Volume 5., No. 1., (2017),
= h. 202-203.
“%MValayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara,
2@17, him. 2.

vds uei[ng jo
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gkegiatan dapat berjalan optimal.. * Menurut Peter Drucker, pengelolaan
-

gmerupakan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan,
gpengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
;:brganisasi melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. *
gBerdasarkan padauraian di atasatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan
‘C”adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian ,

%penggerakan atau pemberian komando, dan pengawasan .gambarannya,

gpeneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang

Cmencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pemberian
komando, dan pengawasa. Tujuan tujuandari proses ini adalah untuk
menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati oleh organisasi .dariproses ini adalah menggunakan sumber daya
yang tersedia Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati olehorganisasi.

2.Pengertian Pemerintahan Nagari (Desa)

Secara antropologis, nagari merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat

IST 23}

tatanan sosial-budaya. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat daerah

ue

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang

1

JATU

mempunyai wilayah tertentu Dan batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan

sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

KIS

emilih pimpinan pemerintahannya. Secara historis, pemerintahan nagari

L

merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-

e}

rrefg u

. 2 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 25.

2 ¥ |chsan, Reza Nurul, et al. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV.
S?_ntosa Deli Mandiri, 2021.h.12-13

nery w
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Q:',:penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derjatnya yang
-~

@tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu
@)

©@oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim
=

—ulama), dan dubalang (hulubalang atau Kesamanan).®!

Pemerintah nagari sebagai pemerintah terendah yang menggantikan

NIN

‘é’pemerintahan desa. Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin
%pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan
gbundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga
Cyang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan
Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran
dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua
lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari

(LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

seorang sektretaris dan beberapa staf seperti kaur nagari bidang pemerintahan,

9p)

%dan kaur nagari bidang pembangunan.®

g'a- Istilah nagari sama dengan desa, tetapi nagari memiliki keistimewahan
zdarl pada desa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah ulayat tersendiri,
%memlllkl rakyat, anak kemenakan, dan mempunyai stuktur pemerintahan
a

E.-*secara adat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-
i‘Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menyatakan bahwa
=

}

penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Desa

Ez{g ue

%1 Fauzan Zakir, “Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera
B’arat ”dalam Ensiklopedia of Journal, Volume 3., No. 5., (2021), h. 55.

? Rianda Prima Putri, “Pemilihan Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di
K%upaten Padang Pariman Rianda,” dalam Ensiklopedia of Journal, Volume 3., No. 5., (2021), h.
24/-220.
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©
mImenyeIenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
-
©dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-Undang Dasar
@)

—

©Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3

—dan Bhinneka tunggalika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
=

Eundangan.33 Bersadarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Z

CC”Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menjelaskan bahwa nagari adalah
w
~kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki

py)
abatas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri,

(=
berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi

adat, Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.>*
Salah satu unsur dari pemerintahan desa adalah kepala desa, terkait dengan

fungsi dan keberdaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah

9p)

-

f+¥]

@diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
@

gDesa Pasal 26 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

El) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan  desa,
)

g' melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
[ ]

wn

5‘ pemberdayaan masyarakat desa.

o

L)

wn

=

&

=]

o 2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 , Lembaran Negara Tahun 2014
I\‘Igmor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 2

Ayat (1).
% Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi
Sématera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150

tﬁtang Nagari, Pasal 1 Ayat (2).

3
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepala
desa berwenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahandesa;
mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan aset desa; menetapkan peraturan desa;
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; membina kehidupan
masyarakat desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannnya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber
pendapatan desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaian
kekeyaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
mengembangkan  kehidupan  sosial budaya masyarakat desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan
desa secara partisipatif; mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan
atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang

% Dalam

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada kepala
camat. Sedangkan untuk pemerintahan nagari dipimpin oleh wali nagari

disebut juga sebagai kapalo nagari, pada Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan

Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan

JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S

nery w

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

7¢Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1
dah 2).
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kapalo nagari adalah pemimpin pemerintah nagari.* Dijelaskan pada Pasal
10, kapalo nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,
melaksanakan pembangunan, pulayanan publik, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari. ¥ Sedangkan
untuk wewenang kapalo nagari dijelaskan dalam Pasal 11, antara lain:
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; mengangkat dan
memberhentikan Perangkat Nagari; memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan dan aset nagari; menetapkan Peraturan Nagari; menetapkan

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; membina kehidupan
masyarakat nagari; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan
adat istiadat masyarakat Nagari.*

3. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

Dalam mengelola keuangan nagari harus berlandaskan kepada asas-asas

9 p]

%yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam
;'TNegari Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 2 ayat
:.(1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas
%transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
a

é'anggaran. Oleh karena itu, pemerintah nagari, khususnya aparatur nagari

ng| jo

% Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi

Sg%atera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150

teptang Nagari Pasal 1 Ayat (5).

o» ' Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi
atera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150

tentang Nagari Pasal 10.

=~ 38 Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi

Sématera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150

t@tang Nagari, Pasal 11.
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©

mImemiIiki tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan nagari secara efektif
-

©guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efesien.

@)
B Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh
=
—perangkat nagari lainnya seperti, bendahara nagari, sekretaris nagari, kepala
=
c

—seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari,
Z

‘é’tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh kepala
w
~Jorong yang juga ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari,

gperan jorong disini sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan atau program yang
Cdilaksanakan.39
Sebagai program unggulan pemerintahan kabupaten, maka pengelolaan
alokasi dana nagari dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut: seluruh
kegiatan dilaksanakan secara transparan atau terbuka dan diketahui oleh
masyarakat luas. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Seluruh kegiatan dapat

Y
@ dipertanggungjawakan secara administrasi, teknis dan hukum. Hasil kegiatan

gdapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Memfungsikan peran
zlembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil kegiatan
%dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat
g.:dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya
Su'j‘pemeliharaan memalui partisipasi masyarakat.*

=

Aq ue

% Suci Febriyanti dan Halmawati, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana
I\ggari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam),” dalam Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 2.,
No: 1., (2020), h. 32.

~  “ Rais Agil Bahtiar, “Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa,” dalam Info Singkat,
Valume XV., No. 14., (2023), h. 3-4.

I
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Y Figh Siyasah Maliyah

. Defenisi Figh Siyasah Maliyah

Kata figh berasal dari fagaha-yafgahu-figham, secara bahasa
pengertian figh adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, figh
memiliki makna ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil
dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan kata siyasah yang berasal dari
kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengatur, mengurus dan
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara
istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Igbal,
siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk
memilihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.*

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian figh
siyasah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur tata kelola
negara dan pemerintahan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan
kemaslahatan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama
dalam menentukan lingkup kajian figh siyasah, ada yang membagi menjadi
lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain.
Namun, secara umum, bidang figh siyasah dapat dikelompokkan menjadi
tiga bagian, sebagai berikut: pertama, siyasah dusturiyah yang membahas

tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Kedua, siyasah dauliyah, yang

ey JrieAg uej[ng jo A}JISIdATU) dDTWR[S] 3}e}§

* Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

Pwnadamedla Group, 2016), h. 2-4.
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membahas tentang hubungan-hubungan internasional baik dalam keadaan
perang maupun dalam keadaan damai. Ketiga, siyasah maliyah yang
membahas tentang perekonomian dalam masyarakat.*?

Secara estimologi, maliyah mengacu pada politik keuangan, sementara
dalam konteks terminologi maliyah merujuk pada regulasi pemasukan dan
pengeluaran keuangan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan umum
tanpa merampas hak-hak induvidu.*® Figh siyasah maliyah merupakan salah
satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut
tentang Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara. Pemaknaan lebih
singkat dari siyasah maliyah adalah semua yang berkaitan dengan
pendapatan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara. Dalam konteks
Bahasa Indonesia, siyasah maliyah mengacu pada politik ekonomi Islam.
Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu
pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk terpenuhinya
kebutuhan mayarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai
ukurannya. Kebijkan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan
negara dengan masyarakat, induvidu dengan masyarakat, induvidu dengan
induvidu dalam aktivitas ekonomi. Figh siyasah maliyah mengedepankan

kemaslahatan seluruh rakyat. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah maliyah

1efg uelng Jo AJISIIATU) dTWE]S] 3}e)§

2 M. Noor Harisudin, Pengantar llmu Figih, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet.

Kes7, h. 23.

p. |

* Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit

Oinbak, 2014), h. 23.
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ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau
kekuasaan.**

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, figh siyasah adalah pengaturan
urusan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.2
Dalam konteks keuangan negara, kebijakan fiskal harus berpijak pada nilai
keadilan (al-‘adl), amanah, transparansi, dan tanggung jawab publik. *°
Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat
merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini
tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi
kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini
masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara
mengisi celah-celah hukum dengan membuat kebijkan baru bagi masyarakat
terkait tentang ekonomi. Kebijkan yang dibuat negara hendaknya sesuai
dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran prakris maupun teoritis, sehingga
menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi

Islam.

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk
kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan
dengan siyasah maliyah vyaitu, rakyat, harta dan pe$me$rintah atau

kekuasaan. Sedangkan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara

Ag upjIng jo A}ISIdATU) DTWR[S] 3}L}§

>

nery wisey e

8.

* Andri Nirwana, Figh Siyasah Maliyah, (Banda Aceh: Searfigh, 2017), h. 2.

** Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari ‘ah, Beirut: Dar al-Kutub al-1imiyyah, 2005,

* Andri Nirwana, op. cit., h. 3.
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yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-
orang kaya dan orang-orang miskin. Sedangkan di dalam siyasah maliyah,
negara  mengeluarkan  kebijakan yang  harus  diambil  untuk
mengharmoniskan hubungan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan
antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga
negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan
menciptakan kemakmuran bagi mereka.*’

Sumber Hukum Siyasah Maliyah

Nely e¥sng NIN Y!lw eydidoyeH @

1) Al-Qur’an

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama diturunkannya syariat,
termasuk Al-Qur’an, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,
baik dengan mendatangkan manfaat (jalb al-masalii) maupun menolak
kerusakan (dar’ al-mafasid). Syariat hadir untuk menjaga lima prinsip
pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*® Dalam figh
siyasah maliyah, Al-quran merupakan sumber hukum yang digunakan
dalam mengambil keputusan. Dimana di dalamnya menjelaskan
mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara.
Berikut sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur*“an surah (QS. An-

Nisa [4]: 58).

g uej[ng jJo AJISIdATU) DTWR[S] 3}B}G

" Admad Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
iah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177.
*® Al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul al-Syari ‘ah, Beirut: Dar al-Kutub al-“Timiyyah, 2005,
d 11, him. 8-10.
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Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. ((QS. An-Nisa [4]: 58).
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Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan
Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang
dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-
Nya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Pemimpin wajib mengelola keuangan negara secara adil dan
bertanggung jawab. Pemerintah harus berusaha mengendalikan antara
input dan output ekonomi negara, sehingga lebih besar pemasukan dari

pada pengeluaran negara.
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Ketentuan dalam Surah Al-Bagarah ayat 262 menunjukkan bahwa
penguasa memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan publik selama
kebijakan tersebut diarahkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan
kemaslahatan. Di sisi lain, ayat ini juga mengandung peringatan agar
setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk yang
dapat merugikan kepentingan masyarakat.*® Dalam konteks figih siyasah
yang mana segala kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat
dan segala hal yang berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dijahui
dan dihindari. Ketika sebuah peraturan pemerintah yang bertentangan
dan melanggar hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk
kemaslahatan maka dapat dikatakan mengandung kemudaratan dan
menciptakan ketidakadilan sosial.

Hadist

Pengertian hadist secara istilah menurut ulama ushul adalah apa
apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk
ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama
Islam Pengertian hadist secara istilah menurut ulama ushul adalah apaapa
yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk
ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama
Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu Al-Qur“an
sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadist merupakan sumber kedua

setelah Al-Qur“an. Keberadaan hadist menjadi pelangkap agar umat

“*AKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag R,
2@19, QS. Al-Bagarah: 262.
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Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat Al-Qur“an atau ajaran
agama Islam.*

Dan figh siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang
bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan
pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang

bersangkutan dengan figh siyasah maliyah sebagai berikut:
O 05t 8 o il e s 98T & g1 &R 00 (e o s
g3 o (il g 15 3h5 Osika de adie 5 BATM5 £15 e Jal 4 5h 5
s (e ade 50l s 2 ) o bl i a3 oals Gy alfla e
o5 gAS 10 b st by Ot e VT i g 15 &R 9t

e
Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian
akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa
yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota
keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang
dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan
juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya
terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta
tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya.
Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang
dipimpinnya" (HR al-Bukhari)>*

Dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan
dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin akan dimintai

sebagaimana dia berbuat untuk rakyatnya. Sehingga dalam menentukan

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

0 Amir Syarifuddin, op. cit., h. 87.
*Nimu Islam, “Kumpulan Hadist.” Artikel dari https:/ilmuislam.id /hadits/9568/hadits-
bkhari-nomor-844, diakses pada 11 Mei 2025.
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kebijakan harus dibuat dengan penuh pertimbangan yang matang, agar

tidak memberikan kemudharatan bagi rakyat.

Prinsip prinsip pengelolaan keungan negara perspektif siyasah maliyah

a. Al adalah (keadilan)

Prinsip keadilan (al-‘adalah) merupakan pilar utama dalam
pengelolaan keuangan publik menurut siyasah maliyah. Keadilan dalam
konteks ini dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya dan
pemberian hak kepada yang berhak. Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-
Sulthaniyyah menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib mengelola
harta publik dengan adil, tidak boleh menzalimi rakyat, serta tidak boleh
menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
tertentu. > Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara harus
dipastikan berjalan sesuai dengan prinsip distribusi yang merata dan
proporsional.

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyatakan bahwa tugas utama
pemerintah adalah memastikan tercapainya kemaslahatan umat, dan
kemaslahatan itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan dalam
distribusi kekayaan.>®* Menurutnya, keadilan bukan hanya aspek moral,
tetapi juga instrumen praktis dalam menjaga stabilitas sosial dan
mencegah kesenjangan ekonomi yang berlebihan di tengah masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal dalam Islam merupakan

[N
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°2 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h.

%% Al-Ghazali, al-Mustashfa min “Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyyah, 1997), h.
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syarat terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Ibn Khaldun
dalam al-Mugaddimah mengaitkan keadilan dengan keberlangsungan
suatu peradaban. Menurutnya, ketidakadilan dalam pengelolaan harta
negara akan menimbulkan kerusakan sosial, lemahnya kepercayaan
rakyat kepada pemerintah, dan akhirnya menyebabkan kehancuran
negara.>* Dalam perspektif ini, keadilan dalam siyasah maliyah bukan
sekadar nilai ideal, tetapi juga faktor determinan dalam menjaga
eksistensi dan keberlanjutan pemerintahan.

Dari berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer dapat
disimpulkan bahwa keadilan (al-‘adalah) merupakan asas fundamental
dalam pengelolaan keuangan negara. Al-Mawardi menekankan bahwa
keadilan diwujudkan melalui pengelolaan harta publik tanpa diskriminasi
dan tanpa penyalahgunaan. lIbn Taimiyah menegaskan keadilan sebagai
tujuan utama kepemimpinan dan syarat tegaknya negara. Al-Ghazali
melihat keadilan sebagai instrumen utama dalam menjaga kemaslahatan
dan stabilitas sosial. Sementara Ibn Khaldun mengaitkan keadilan dengan
keberlangsungan peradaban, di mana ketidakadilan dalam fiskal akan
mempercepat kehancuran negara. Wahbah al-Zuhayli menambahkan
bahwa keadilan harus diterapkan melalui prinsip kesetaraan dalam
distribusi dan pengawasan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh ulama sepakat bahwa pengelolaan

keuangan negara yang adil akan melahirkan kemaslahatan, pemerataan

nerny wisey JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUWIR]S] 3)e1S

** |bn Khaldun, al-Mugaddimah (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 190.
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kesejahteraan, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Sebaliknya, ketidakadilan dalam fiskal akan menimbulkan kesenjangan
sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan bahkan mengancam
keberlangsungan negara. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam siyasah
maliyah tidak hanya bernilai moral, tetapi juga bernilai strategis dalam

menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan umat.

. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah dan tanggung jawab merupakan pondasi utama
dalam tata kelola keuangan negara menurut perspektif siyasah maliyah.
Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa setiap
pemimpin adalah pengelola (ra’in) yang diberi amanah oleh Allah untuk
menjaga harta publik dan mengalokasikannya sesuai kepentingan rakyat.
Pemimpin yang tidak melaksanakan amanah ini dengan benar dianggap
telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyat dan terhadap Allah
SWT.>® Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan keuangan negara
bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan kewajiban syar’i
yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Wahbah al-Zuhayli dalam
al-Figh al-Islami wa Adillatuh menekankan bahwa prinsip amanah dan
tanggung jawab harus diwujudkan melalui transparansi dalam

pengelolaan dana publik.>®

[N
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% Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h.

*¢ Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid
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Beliau menjelaskan bahwa syariat melarang segala bentuk
manipulasi keuangan negara, dan setiap aparatur negara wajib
mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara terbuka. Hal ini
menegaskan bahwa amanah tidak hanya bersifat individual, melainkan
juga sistemik, yaitu tercermin dalam aturan dan mekanisme kelembagaan
yang menjaga integritas keuangan negara. Berdasarkan pandangan para
ulama, dapat disimpulkan bahwa amanah dan tanggung jawab merupakan
prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara.

Al-Mawardi menegaskan bahwa amanah adalah kewajiban syar’i
yang harus dijalankan pemimpin dalam menjaga dan menyalurkan harta
publik untuk kepentingan rakyat. Ibn Taimiyah menekankan bahwa
kekuasaan dan pengelolaan harta negara adalah amanah besar yang akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga setiap bentuk
penyalahgunaan merupakan bentuk kezaliman. Dengan demikian, semua
ulama sepakat bahwa amanah dan tanggung jawab dalam siyasah
maliyah bukan sekadar nilai moral, tetapi juga prinsip strategis yang
menentukan legitimasi, keadilan, serta keberlanjutan pemerintahan.
Prinsip ini menuntut agar pengelolaan keuangan negara dijalankan secara
jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sehingga

tercipta pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan diridai Allah SWT.

. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip maslahah merupakan salah satu landasan terpenting dalam

pengelolaan keuangan negara menurut perspektif siyasah maliyah. Imam
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al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyatakan bahwa tujuan utama dari
syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok (al-dharuriyat al-khamsah):
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.®” Oleh karena itu, Setiap
kebijakan fiskal atau keuangan negara harus diarahkan pada terwujudnya
kemaslahatan umum bagi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau
golongan tertentu.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, murid Ibn Taimiyah, mempertegas hal
tersebut dalam [’lam al-Muwaqqi’in. Menurutnya, syariat Islam
seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan maslahah.>® Maka, kebijakan
yang keluar dari prinsip keadilan dan kemaslahatan hakikatnya bukan
bagian dari syariat, meskipun dilakukan atas nama hukum Islam.
Pandangan ini menegaskan bahwa maslahah adalah prinsip dinamis yang

memastikan kebijakan fiskal tetap sesuai dengan tujuan syariat.

. Prinsip Transparansi (al-Shafafiyyah)

Transparansi (al-shafafiyyah) merupakan prinsip penting dalam
pengelolaan keuangan negara yang ditegaskan oleh para ulama. Al-
Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyatakan bahwa pemimpin
wajib bersikap jelas dan terbuka dalam mengelola harta publik, agar

masyarakat mengetahui ke mana dana negara dialokasikan. **°
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" Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1997), h.

% |bn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
6), jilid 3, h. 3.
> Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h.
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Menurutnya, keterbukaan adalah sarana untuk menjaga kepercayaan
rakyat dan mencegah munculnya kecurigaan terhadap pemerintah.
Menurut imam Al-Ghazali dalam /hya’ Ulum al-Din menekankan
bahwa ketertutupan dalam pengelolaan harta negara dapat membuka
peluang bagi terjadinya penyalahgunaan dan pengkhianatan amanah.® la
menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pejabat publik harus
mempertanggungjawabkan setiap penggunaan harta rakyat secara jelas,
sebab kekuasaan adalah ujian yang kelak akan dimintai

pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

. Prinsip Akuntabilitas (al-Mas’uliyyah)

Prinsip akuntabilitas (al-mas ‘uliyyah) menekankan bahwa setiap
pejabat atau pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah
yang diembannya. Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah
menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah wakil umat dalam
mengelola urusan publik, termasuk keuangan negara, sehingga ia wajib
mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, baik di hadapan rakyat
maupun di hadapan Allah.®* Akuntabilitas menurut Al-Mawardi adalah
syarat utama tegaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Al-Ghazali dalam 7/hya’ Ulum al-Din menyatakan bahwa
kepemimpinan dan pengelolaan harta publik adalah amanah besar yang

kelak akan ditanya di hari kiamat.®?
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% Al-Ghazali, Thya’ Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 310.
81 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h.

82 Al-Ghazali, Thya’ Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 2, h. 322.
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la menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus
dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual, karena harta publik
bukan milik pribadi pemimpin, melainkan milik seluruh umat.
Pandangan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam Islam memiliki
dimensi duniawi (kepada rakyat) dan ukhrawi (kepada Allah SWT).
Menurut Figih Aulawiyah adalah cabang pemikiran figih yang
membahas tentang penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan hukum
Islam, yaitu mendahulukan perkara yang lebih penting, lebih maslahat,
dan lebih mendesak dibandingkan perkara yang kurang penting atau
berdampak lebih kecil. Istilah aulawiyah berasal dari kata Arab al-awla
yang berarti “yang lebih utama” atau “yang lebih didahulukan”. Dengan
demikian, figih aulawiyah menuntun umat Islam agar mampu
menempatkan hukum, kewajiban, dan kepentingan secara proporsional
sesuai tingkat urgensi dan manfaatnya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, figih aulawiyah merupakan metode
memahami syariat dengan menimbang antara berbagai kepentingan,
maslahat dan mafsadat, serta memilih yang paling kuat dampaknya bagi
kemaslahatan umat. Prinsip utama figih ini adalah mendahulukan
kewajiban daripada sunnah, kemaslahatan umum daripada kepentingan

pribadi, manfaat yang besar daripada manfaat yang kecil, serta mencegah
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@

g kerusakan yang lebih besar meskipun harus menoleransi kerugian yang
-~

z lebih kecil.®

@)

2 Dalam konteks sosial, ekonomi, dan pemerintahan, figih aulawiyah
=

= berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan agar keputusan
=

= yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara
=z

CCD moral, adil, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

w

57, Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh

nery e

pemerintah daerah dan berlaku di wilayah administratif tertentu. Peraturan daerah
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala
daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memiliki
kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang selama tidak bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk

je)

~memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara efektif dan sesuai dengan

kondisi spesifik daerah tersebut.®* Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah

weys|

atu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, bersama

AIU[L)DI

dengan kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok Selatan, berdasarkan

JIsIa

‘Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.

Luas kabupaten Pasaman Barat Kisaran 3.864,02 km2 dengan jumlah

[ng jo A

openduduk 441.773 jiwa (2023), dengan administrasi peme$rintahan yang

(g ue

6%(usuf al-Qaradawi, Figh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah

(Kalro Maktabah Wahbah, 1995), him. 9-15.

 Maksum Rangkuti, “Fakultas Hukum,” Artikel dari https:/fahum.umsu.ac.id/apa-
ggeraturan daerah/, diakses pada 11Mei 2025.
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@)
mImeIiputi 11 (sebelas) kecamatan dan 90 (sembilan puluh) nagari. 52

=

©Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan peraturan Nomor 7
@)

©Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Nagari yang bertujuan untuk
3

—membiayai kebijakan pemerintah nagari dalam melaksanakan kegiatan
=

Epemeritahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

N

w
=
(7))
=
D
P&

j4Y]
c

elitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sebagai sumber yang pernah ada dari hasil
penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembandingan.
Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian
penulis saat ini:

1. Skripsi milik Fitri Yani Siregar dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Dana
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Perspetif Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten
Padang Lawas Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengelolaan dana desa Gunungtua Julu sudah terlaksana sesuai dengan UU
Nomor 6 Tahun 2014 baik dari tahap perencanaan pembangunan desa,
penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
Pelaksanaan pengelolaan dana desa Gunungtua Julu juga tidak bertentangan

dengan aturan Islam baik dari segi perspektif siyasah®

11e{g uelng jo AJISIdATU() dTWER][S] 3}e)§

% Fitri Yani Siregar, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang
No> 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu
Ké&bupaten Padang Lawas Utara), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2@23), h. 80.
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Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti
tentang Pengelolaan Dana Desa, sedangkan letak perbedaanya dari lokasi
penelitian, landasan peraturan yang digunakan peneliti berupa Peraturan
Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang hanya berfokus pada
tahun anggaran 2023. Peneliti menggunakan tinjauan figh siyasah maliyah
yang merujuk pada regulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan yang
dilakukan untuk kepentingan umum

Skripsi milik Muh. Ainussyirwan dengan judul Tinjauan Siyasah Maliyah
Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan
Duapitue Kabupaten Sidereng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penerapan prinsip transparasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten
Sidenreng Rappang sudah baik dengan terbukanya pemerintah desa kepada
masyarakat tentang dokumendokumen pemerintah desa kemudian dengan
melibatkan Masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
pengelolaan dana desa untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan
Musrembang Desa.

Perspektif siyasah Maliyah dalam Pengelolaan dana desa di desa
Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang
berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa indicator dalam
siyasah maliyah.yaitu partisipasi, trasnparansi, equity dan pertanggung
jawaban, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dan BPD dalam

proses penyelenggaraan dana desa kemudian tidak membedakan laki laki
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dan perempuan untuk menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana
desa.®®

Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti
tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah,
sedangkan perbedaanya dari lokasi penelitian, fokus peneliti terhadap
Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan
Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

Skripsi milik Mohammad Al Jose Sidmag dengan judul Tinjauan Fikih
Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan
Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan. Adapun hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa
Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan
umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantu dengan aplikasi Sistem
Managemen Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum
masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat,
dan pembangunan desa.

Dengan aplikasi Sistem Managemen Desa ini, pemerintah Desa Bulgedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terbantunya dalam mengelola dana
desa. Untuk pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah di
katagorikan dalam baitulmal, seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja
negara dan dan kebutuhan warganya antara lain, untuk orang fakir miskin,

profesionalisme tentara, untuk menigkatkan supermasi hukum, membiayai

JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S
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% Muh. Ainussyirwan, “Tinjauan Siyasah Mailyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di

Dga Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang,” (Skripsi: Institut
Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. 71.
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sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang
bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat
Negara, pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik,
meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan
pemerataan pendapatan kekayaan.

Meskipun pengelolaan dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun
juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat kemajuan Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten
Magetan. Maka pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah
termasuk dalam baitul mal.®’

Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti
tentang Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif siyasah maliyah,
sedangkan perbedaanya dari lokasi penelitian dan focus peneliti terhadap
Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan dengan landasan Peraturan

Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023.

JifeAg uelng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1S

" Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan

Déna Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo
Kﬁbupaten Magetan, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 59-60.
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is Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), vyaitu

ERHIE

pérelitian yang mengumpulkan data dengan pengamatan untuk memperoleh

informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

u suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat

8\28 n

i, menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif.®®

neigzg

Dimana penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan alokasi dana nagari dalam
pembangunan berdasarkan peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023
di Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka perspektif figh siyasah

maliyah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk

2}e}s

memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis
&
kﬁptekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami makna yang

g}

diberikan oleh induvidu terhadap pengalaman dan fenomena yang mereka alami.

I

<
©  Metode-metode dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam,
wn
:—
observasi partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-
S
wn
=
s
j+¥]
=
9p]
o)
j+¥]
=
2 % Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press,
2821), Cet. Ke-1, h. 30.

I
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niEtode ini dirancang untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual
-~

téhtang fenomena yang diamati.®
o

—

4]
. LDkasi Penelitian

z Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Nagari Koto

ﬁuepun-ﬁuepu&!ﬁunpu!uq eydin yeH

Tangah Kecamatan kotobalingka , Kabupaten Pasaman Barat. Alasan memilih
w

laKasi penelitian tersebut adalah karena adanya masalah yang harus diteliti dan
-~

4]

juga mudah dijangku karena merupakan nagari tempat tinggal peneliti.

j4Y]
c

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek
Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi
sumber data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian
merupakan pihak yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan
peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian sosial,
misalnya, subjek dapat berupa wali nagari , masyarakat, atau lembaga
tertentu yang menjadi sasaran observasi atau wawancara.'°
Subjek penelitian ini adalah Pj Wali Nagari Koto Tangah, Ketua Bamus,
Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, Kepala Jorong.
Objek
Objek penelitian dalah hal atau variabel yang menjadi fokus atau sasaran

utama penelitian, yakni aspek yang hendak diketahui, dipelajari, atau diuji

% Hani Subakti et.al., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Media Sains
nesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 4-5.

" Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D ( bandung alfabeta, 2019), h.

80
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oleh peneliti. Objek penelitian dapat berupa fenomena, konsep, variabel,
atau masalah yang diteliti, bukan orangnya.”

Objek penelitian adalah analisis siyasah maliyah terhadap pengelolaan
alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan peraturan bupati

pasaman barat nomor 7 tahun 2023 di nagari koto tangah kabupaten

Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan

terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan kunci dalam

penelitian ini, yakni Wali Nagari koto tangah , Kaur Keuangan Nagari, Kasi

Kemasyaraktan Nagari. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan

informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, namun

sebatas halhal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah Ketua Badan

Pgrmusyawaratan Nagari sedangkan informan pendukung adalah Kepala Jorong.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No Nama informan Jabatan informan
1 | Hendri Mulyadi Pj Wali Nagari Koto Tangah
2 | Nadrizal Hasibuan Ketua Bamus
3 | Askolan Lubis Sekretaris
4 | Apnilda S.Tr Kaur Keuangan
5 | Yanhar Jorong Ulu Simpang

JijeAg uelng jo AJISIdATU) dDTUIR]S] d)e)

nery wisedy

"L Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:
ta, 2013), him. 161.

Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka
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ber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Data Primer

Data primer adalah Sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari
sumber asli. Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil
wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan Untuk
mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber
informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah
yang sedang diteliti.”> Dalam hal ini, Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun

2023, buku-buku , serta dokumen yang mendukung .

. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data
primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku,
ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan

masalah yang diteliti.”®

1efg uelng Jo AJISIIATU) dTWE][S] 3}e)§
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"2 P, Wiryono Priyotamtama, SJ, Pendekatan llmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi

Mahasiswa, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020), cet. ke-1, h. 68.

" Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, 2005), cet.

k@_,hAo.
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nik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data diproleh dengan cara dan

gkah-langkah sebagai berikut :

Observasi (pengamatan)

Yaitu cara atau Teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi
pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam
praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan
alat perekam elektronik, kamera, dan peneliti turun langsung ke lapangan
untuk melakukan observasi yang berlokasi di Nagari Koto Tangah

Kecamatan Kotobalingka.

. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi,
yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data
(pewawancara) dan sumber informasi (informan). Saat sedang melakukan
wawancara, seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan
pertanyaan dengan jelas agar informan menjawab pertanyaan yang
diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.
Ketika akan mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik,
seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara,

menciptakan suasana hubungan baik, dan proses wawancara. Menggunakan
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g. g dasar hukum yang dalam hal ini, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7
I =
S 9 Tahun 2023. dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
2 =
5 ©3. Dokumentasi
c 3
3 = . .. . .. . ..
& = Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis
3 -~
w
g = deskriptif kualitatif, "“yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi,
o =
=
- (C” wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci
w
> dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga
A N
&~ Mmenjadi kesimpulan.
(=

H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah taknik analisis deskriptif
kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis maupun secara
lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Ketika semua data sudah
terkumpul maka, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga
d%at dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik.
i& karena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian

po¥]
daakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas social
(]

bgr_dasarkan konteksnya, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap

<
(] . ", . . 75
sesuai dengan penelitian ini.

:—

<

=)

L)

w

=

o~

j+¥]

=

W

et

g_ ™ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h 168.

?}3 " Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h.
2
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: KESIMPULAN DAN SARAN
Ksimpulan

4]

S Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis siayasah maliyah terhadap
p@gelolaan alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan Peraturan
Beépati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Koto Tangah perspektif

7))
s@asah maliyah, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

-~

4]
1.-Pengelolaan alokasi dana nagari di nagari koto tangah terhadap pembangunan

=

« pada tahun anggaran 2023 melalui dari beberapa tahapan mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Setiap proses tahapan tersebut pemerintahNagari Koto
Tangah selalu melibatkan masyarakat nagari yang dilakukan secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana nagari di
Nagari Koto tangah antara lain yaitu faktor pendukung dan factor
penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dan sarana
prasarana yang dapat menunjang proses pengelolaan dana nagari dalam
pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber

daya manusia yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan alokasi

JO AJISIdATU) DTUIR]S] d)e1§

dana nagari dalam pembangunan dan kurangnya anggaran dana menjadi

penghambat dalam pengelolaan alokasi dana nagari

treyng

3= Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pengelolaan alokasi dana nagari di
Nagari Koto Tangah tidak bertentangan dengan aturan agama Islam dan

sejalan dengan perspektif figh siyasah maliyah, karena pemerintah Nagari
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Koto Tangah sudah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, dan
pertanggungjawaban. Pemerintah Nagari Koto Tangah juga terbuka dalam
penggunaan anggaran terhadap masyarakat nagari dengan menampilkan

baliho anggaran setiap tahun anggaran berjalan.

an

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis
ingin menyampaikan saran, sebagai berikut: Dalam penentuan program
pembangunan agar berdasarkan asas pemerataan bukan asas kebutuhan.
Disarankan agar perangkat Nagari Koto Tangah mengkaji ulang gagasan
masyarakat agar tidak menimbulkan kecemburan sosial diantara kejorongan.
Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah objek dan subjek
pembangunan nagari, sebagai aset berharga tentunya pemerintah nagari
harus lebih baik dalam pembangunan nagari dengan memanfaatkan potensi
yang ada di Nagari Koto Tangah agar pembangunan nagari dapat terealisasi
lebih baik lagi.

Pemerintah nagari sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan
dana nagari seharusnya lebih mampu lagi meningkatkan pengelolaan dana
nagari sehingga dapat meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan
masyarakat nagari.

Disarankan agar perangkat Nagari Koto Tangah , masyarakat dan semua
pihak terkait bekerja sama dalam pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari

Koto Tangah untuk meminimalisir faktor penghambat dalam pengelolaan
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alokasi dana nagari dan disarankan agar perangkat Nagari koto tangah untuk

meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana nagari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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g PEDOMAN WAWANCARA
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Pedoman wawacara : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan
@)

Alfokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati
3

Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah

o=
A= Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Analisis
=
Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembanguan
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari
-~

Koto Tangah adapun aspek yang di wawancarai sebagai berikut:
Py

o))
B. Ideantitas Diri

Nama
Jabatan

Alamat

C. Pertanyaan penelitian
1%Jelaskan pengertian Alokasi Dana Nagari fungsi dan tujuan nya serta bagai
f+¥]

-

¢ . .
mana proses penyaluran Alokasi Dana Nagari ?

wn

el

25 Sebagai mana Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 bagai

Bl

nfana tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Nagari ?

u

3§Jelaskan faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
wn

Balam Pembangunan ?
Q

L)
4;Bagai mana upaya Pemerintah Nagari Koto Tangah dalam menjaga transparansi
dgiam Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
9p]
SsJelaskan apa saja tantangan yang di hadapi dalam Pengelolaan Alokasi Dana
"t

ari dalam pembngunan.
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Tangah , Pada Tanggal 29 September 2025 (Jam 09:34 Wib), Di Kantor Nagari
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Selaku Kaur Keuangan Nagari Koto
2025 (Jam 10:35 Wib), Di Rumah

Tangah , Pada Tanggal 14 Oktober 2025 (Jam 09:38 WIB), Di

Kantor Nagari Koto Tangah

Wawancara Bersama Ibuk Apnilda ,
gah , Pada Tanggal 19 Oktober
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2025 (Jam 10:35 Wib), Di Rumah

Wawancara Bersama Bapak Yanhar Selaku Jorong Ulu Simpang Nagari

Koto Tangah , Pada Tanggal 19 Oktober
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_M FACULTY OF SHARIAH AND LAW
1. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052

UIN SUSKA RIAU Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor @ Unl04/F.1/PP.00.9/9661/09/2025 Pekanbaru,23 September 2025

Sifat : Biasa
Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal - Mohon lzin Riset

Kepada Yth.
Kantor Wali Nagari Koto Tangah

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh .
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Takuftas Syaridn tan 'fideom

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama - ISHAQ MAULANA

NIM : 12220413876

Jurusan - Hukum Tata Negara (Siyasah) S|

Semester : VII (Tujuh)

Lokasi © Wali Nagari Koto Tangah Kec Kotobalingka Kab Pasaman Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Sivasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah

Pelaksanaan kegiatan riset ini bérlangsung selama 3 (ligé) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

af It
8. & Maghficah, M.A
O WEFOT41025 200312 1 002"
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PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KOTO BALINGKA

% WALI NAGARI KOTO TANGAH

Lubuk Gadang Kode pos : 26373 Facebook: Nagari

Alamat Jl Pasar Baru No.
nagarikota ] 8lagmail.com

)y Tan ga 1h Webslle kotot anga Ldesa.id Emall

Nomor : 140/03¢/WN-KOTA/2025 Lubuk Gadang, 06 September 2025
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melakukan Riset Kepada Yth:
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
Di
Pekanbaru

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini Pj.Wali Nagari Koto

Tangah,Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Dengan ini

Menerangkan Bahwa:
Nama - ISHAQ MAULANA
Nim : 12220413876
Fakultas . Syari’ah dan Hukum
Program Studi . Hukum Tata Negara ( Siyasah) SI
Judul Skripsi . Analisis Siyasah Maliyah Terhadap

Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam
Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati
Pasaman Barat No 7 Tahun 2023 Di Nagari

Koto Tangah.

Dengan ini Kami Menyatakan Bahwa yang bersangkutan di-atas
Mahasiswa Tersebut Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian dengan baik di

Nagari Koto Tangah Pada Bulan September samapai Oktober.
Demikianlah surat ini di sampaikan untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

lecluarkan Di : Lubuk Gadang
ATIBES : 06 Oktober 2025
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

bk
_ 5 @. & FAKULTAS SYARIAH“DAN HUKUM
Rof ol g

UIN SUSKA RIAU

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Toawws b veeren s

: 8890/Un.04/F.1/PP.01.1/2025
: Penting

J1. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-362052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru,04 September 2025

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag ( Pemb I Mater:i )
2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag ( Pemb 11 Metodologi )
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

88y a dos il 2L
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama ISHAQ MAULANA

NIM 12220413876

Jurusan Hukum Tata Neﬂra (Siyasah) S1

Judul Skripsi Pengelolaan  Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor
7 Tahun 2023 Di Nagari Koto Tangah Kabupaten Pasaman Barat
Perspektif Siyasah Maliyah

Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (04 September 2025 — 04 Maret2026)

Ketentuan |. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum
bimbingan dimulai.

2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom
kartu kontrol bimbingan skripsi.

3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n, Dekan
é&\ﬂ ER 'Wa.ké Dekan

0227 200801 1 009
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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Penulis bernama lengkap Ishag Maulana, lahir pada
tanggal 30 September 2002. Adapun pendidikan formal
yang pernah ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari
SDN 03 Koto Balingka, MTSN Pondok Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru, MA Pondok Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru, dan Penulis Di Terima

Sebangai Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum
Tata Negara (Siyasah) Faktultas Syariah dan Hukum. Selama masa perkuliahan
penulis sudah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementrian

Hokum Dan Ham Riau. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja

¥
-

NYata di Desa Ransang Kecamatan Pelalawan. Dalam menyelesaikan tugas akhir,
wn

[

pgnulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “ Analisis Siyasah Maliyah

o=
g}

Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Pembangunan
=

(=

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di

ISI

I\@gari Koto Tangah.”
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